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ABSTRAK

Tujuan pendlitian ini adalah untuk: 1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum
dari Mgelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang
Kartu BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah; 2) Untuk mendeskripsikan amar putusan dari Mgjelis BPSK Surakarta
dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu BPD Card Gold antara
konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu kesesuaian dan ketepatan putusan
yang dijatuhkan BPSK Surakarta dalam sengketa konsumen melawan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditinjau berdasarkan UUPK. Sumber data
menggunakan data sekunder berupa Putusan BPSK. Teknik analisis data
menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)
Pertimbangan Magjelis BPSK Surakarta mengenal kewenangan BPSK  untuk
memeriksa sengketa konsumen adalah kewenangan absolut BPSK menyelesaikan
sengketa konsumen serta kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutuskan
gugatan immaterial. Selanjutnya dalam pokok sengketa, pertimbangan Majelis BPSK
mencakup ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK,
tuntutan ganti rugi materiil, tuntutan kepada pelaku usaha untuk melakukan
perbuatan tertentu, serta tuntutan ganti rugi immateriil; 2) Amar putusan dari Magjelis
BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu BPD
Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
adalah mengabulkan permohonan Pengadu (konsumen) untuk sebagian telah sesuai
Pasa 8 (1) huruf f UUPK. Sesuai pula dengan Pasa 19 ayat (1) UUPK yang
mewajibkan Pelaku Usaha untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi.
Kata Kunci: promosi perbankan, sengketa konsumen, BPSK

ABSTRACT

The purpose of this study was to: 1) To describe the legal reasoning of the Tribunal
BPSK Surakarta in examining and resolving disputes about BPD Card Gold Card
between consumers against PT. BPD Jateng; 2) To describe the verdict of the
Assembly BPSK Surakarta in examining and resolving disputes about BPD Card
Gold Card between consumers against PT. BPD Jateng. This research is a normative
juridical research, namely the suitability and appropriateness of the decision handed
down BPSK Surakarta in consumer disputes against PT. BPD Jateng reviewed by
UUPK. Source of data using secondary data from BPSK Decision Data were
analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 1) Consideration
Assembly BPSK BPSK Surakarta regarding authority to examine consumer disputes
is the absolute authority of BPSK resolve consumer disputes and BPSK authority to
hear and determine clams immaterial. Furthermore, the subject of dispute, BPSK
Assembly consideration include whether or not a violation of Article 8 (1) f of
UUPK, material compensation claims, demands on businesses to perform certain
acts, as well as claims for compensation immaterial; 2) The decisionof the Assembly
BPSK Amar Surakarta in examining and resolving disputes about BPD Card Gold
Card between consumers against PT. BPD Jateng was granted the request of the
Complainants (consumers) for the majority has in accordance with Article 8 (1) f
UUPK. Also in accordance with Article 19 paragraph (1) of UUPK, which requires
business communities to take responsibility and provide compensation

Keywords: promotion of banking, consumer disputes, BPSK



PENDAHULUAN

Konsumen selama ini menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup
keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara
penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hak
konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada
eraglobalisas dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam
produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui
promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung. *

Konsumen yang merasa dirugikan karena memakai produk / jasa pelaku
usaha hanya disediakan satu instrumen hukum untuk menuntut hak-haknya tersebut
yaitu konsumen hanya bisa mengajukan gugatannya melalui pengadilan sgja, namun
dengan lahirnya undang-undang perlindungan konsumen sekarang ini, konsumen
telah diberikan instrumen baru dalam membela hak-hak konsumen yang dilanggar.
Di daam undang-undang perlindungan konsumen tersebut telah disediakan
instrumen baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk
kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai / menggunakan produk pelaku
usaha kepada suatu lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen atau lebih dikenal dengan BPSK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya
untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa
mereka. Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan bisa
mewujudkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya

ringan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

1 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, hal. 1.



Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan
pelaku usaha yang bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan melaui
Badan Penyelesaian Sengketa K onsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk dengan semangat
untuk memberikan perlindungan konsumen. Pengertian Perlindungan Konsumen
pada Pasa 1 angka (1) UUPK menyebutkan bahwa: "Perlindungan Konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah istilah yang
dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum vyang diberikan kepada
konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-ha yang dapat
merugikan konsumen itu sendiri.?

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai tugas dan
wewenang yang pada intinya adalah penanganan dan penyelesaian sengketa melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, konsultasi, pengawasan, melaporkan pada
penyidik, menerima pengaduan, meneliti dan memeriksa sampa  kepada
menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen.

Namun realita yang terjadi, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) mengenai sengketa konsumen belum dapat memenuhi hak- hak konsumen
yang dirugikan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan BPSK
Surakarta Nomor 01-02/JK/I1/2014/BPSK.Ska tentang sengketa konsumen
kartu BPD Card Gold. Dalam putusan tersebut BPSK Surakarta tidak mengabulkan

permohonan konsumen mengenal gugatan ganti rugi material dan ganti rugi

2 Janus Sidabolok, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : Citra Aditya
Bakti, Hal. 17.



immateriil yang digukan oleh konsumen kepada Bank BPD sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Alasan BPSK Surakarta tidak mengabulkan
gugatan ganti rugi material dang anti rugi immaterial yaitu majelis berpendapat
bahwa BPSK hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan tuntutan
ganti-rugi metariil (kerugian yang nyata-nyata diderita oleh konsumen) dan tidak
meliputi gugatan ganti-rugi immaterial.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 60
UUPK. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dinyatakan bahwa: ‘Pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai
dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut” Sedangkan dalam Pasal 60 dinayatakan
bahwa

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanks

administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2)

dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

(2) Sanks administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp

200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Penolakan pengajuan gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh BPSK Surakarta
juga bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang yang mengatur tentang
Pelaksanan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu
menjatuhkan sanks administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.

Oleh karena itu penulis ingin menditi lebih jauh dan mengangkat kasus

tersebut dalam pembahasan skrips yang berjudul: “KONSUMEN DAN PROMOSI

KARTU DEBET: Studi terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



Surakarta Nomor 01-02/Jk/1i/2014/Bpsk.Ska dalam Sengketa Konsumen Tentang
Kartu BPD Card Gold”.

Permasalahan dalam penelitian ini Pertama, Bagaimanakah pertimbangan
hukum dari Mgjelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa
tentang Kartu BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan
Dagrah Jawa Tengah? Kedua, Bagaimanakah amar putusan dari Majelis BPSK
Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu BPD Card
Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah?

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mendeskripsikan pertimbangan
hukum dari Majelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa
tentang Kartu BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan
Dagrah Jawa Tengah. Kedua, untuk mendeskripsikan amar putusan dari Majelis
BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu BPD
Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu
hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang perlindungan konsumen. Selain
itu dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para Ahli Hukum, Praktisi, Pelaku
Usaha dan BPSK berupa gambaran yang jelas secara langsung dari praktek tentang
seluk beluk suatu putusan BPSK dalam suatu sengketa konsumen.

Daam pendlitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan
pendekatan doktrinal yang normatif yang berupa inventarisas peraturan perundang-
undangan dan pengkajian terhadap taraf sinkronisasi baik yang vertikan maupun
yang horizontal.  Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan kesesuaian dan

ketepatan putusan yang dijatuhkan BPSK Surakarta dalam sengketa konsumen



melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditinjau berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe
kagjian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan tentang
pertimbangan hukum dari Mageis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan
menyelesaikan sengketa tentang Kartu BPD Card Gold antara konsumen melawan
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Sumber data diperoleh dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Surakarta Nomor  01-02/J/1i/2014/Bpsk.Ska.  Metode pengumpulan  data
menggunakan sudi kepustakaan Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan
dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Pembahasan pada tahap
awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kaian. Sedangkan
untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf
sionkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan perundang-undangan) yang

telah diiventarisir, yang menjadi objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kewenangan BPSK untuk Memeriksa Sengketa yang Terjadi

Maelis BPSK menyatakan bahwa dalam kasus ini terdapat sengketa
konsumen, sehingga BPSK Kota Surakarta, memiliki kewenangan untuk memeriksa
dan memutuskan kasus ini. Bahwa apakah dengan adanya sengketa konsumen
tersebut, konsumen benar-benar dirugikan atau tidak, sudah merupakan pokok
perkara, maka entang hal tersebut akan dipertimbangkan pada bagian menimbang

pokok perkara.



Pertimbangan majelis BPSK yang menyatakan bahwa dalam kasus ini terdapat
sengketa konsumen, sehingga BPSK Kota Surakarta, memiliki kewenangan untuk
memeriksa dan memutuskan kasus ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 UUPK
yang menyatakan: ” Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha
melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dan
Pelaku Usaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum”.
Selanjutnya apakah dengan adanya sengketa konsumen tersebut, konsumen benar-
benar dirugikan atau tidak, sudah merupakan pokok perkara, maka tentang hal

tersebut akan dipertimbangkan pada bagian menimbang pokok perkara.

Kewenangan BPSK untuk memeriksa Sengketa Konsumen

Majelis BPSK menyatakan bahwa pihak Teradu telah salah dalam menafsirkan
maksud dari Pasal 45 ayat 1 UUPK. Hal ini karena Pasal tersebut tidak mengatur
tentang persoalan kewenangan absolut antara BPSK (atau yang didalam Pasal 45
ayat (1) disebut dengan idtilah: “melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara Konsumen”), dengan Pengadilan Negeri (PN), akan tetapi
menetapkan bahwa konsumen yang dirugikan, dapat memilih, untuk menyelesaikan
sengketanya melalui BPSK atau melalui PN. Artinya dasar pengajuan ekseps Teradu
yang menyatakan bahwa seharusnya sengketa ini menjadi kewenangan sepenuhnya
dari Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri, atau dengan perkataan lain bukan
merupakan kewenangan BPSK, tidak dapat diberarkan, sehingga dengan demikian

BPSK berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.



Kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutuskan gugatan mmaterial
Magelis BPSK menyatakan bahwa Pengadu telah salah menafsirkan maksud
Pasal 60 UUPK, dengan mencampur adukkan, tanggung jawab perdata bagi pelaku
usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 UUPK, dengan tanggung jawab
admingitratif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 60 UUPK. Bahwa ketentuan
sanksi administratif, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 UUPK, tidak
berhubungan dengan Pasal 19 (1) (2) jo Pasal 23 UUPK yang menetapkan tentang

tanggung jawab keperdataan bagi pelaku usaha, yang dapat digugat oleh konsumen.

Ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Maelis BPSK menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Surakarta tidak memberikan pelayanan secara maksimal sebagai Pengadu
sebagal nasabah berdasarkan pasal 8 (1) huruf f Undang-Undang nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mgelis BPSK menyatakan bahwa dengan
adanya merchant yang tidak bersedia menerima pembayaran melalui EDC BCA
dengan Kartu Bank Jawa Tengah, maka pelaku usaha telah melakukan perbuatan
yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK.

Pertimbangan magelis BPSK yang menyatakan bahwa dengan adanya
merchant yang tidak bersedia menerima pembayaran melalui EDC BCA dengan
Kartu Bank Jawa Tengah, maka pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang tidak
sesual dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak



sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau

promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”

Tuntutan ganti rugi materiil

Magelis BPSK menyatakan bahwa kerugian yang dialami Pengadu dengan
membayar biaya adminsitrasi tersebut, adalah kerugian yang ditimbulkan karena
Pengadu telah melaksanakan kewajiban yang muncul dari Perjanjian Pembukaan
ATM BPD Card, bukan karena Teradu telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai
dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK. Bahwa oleh karena berbagai hubungan
hukum dengan berbagi akibat hukumnya yang muncul dari Perjanjian Pembukaan
ATM BPD Card, bukan merupakan pokok yang disengketakan dalam perjanjian ini,
maka pengajuan gugatan ganti rugi yang mendasarkan pada Perjanjian Pembukaan

ATM BPD Card tidak dapat diterima, dan oleh karenanya ditol ak.

Tuntutan Kepada Pelaku Usaha Untuk M elakukan Perbuatan Tertentu

Maelis BPSK tidak mengabulkan tuntutan Pengadu kepada Pelaku Usaha
untuk melakukan perbuatan tertentu. Hal ini sesua denggan Pasal 47 UUPK yang
menetapkan bahwa: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapa kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti
rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali
atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Tuntutan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu telah
dipertimbangkan Majelis BPSK dengan memasukkannya dalam pertimbangan point

C tentang Tuntutan Kepada Teradu (Pelaku Usaha) untuk Melakukan Perbuatan



Tertentu. Mgelis BPSK berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima.
Argumen yang digjukan adalah bahwa tidak diterimanya Pengadu untuk melakukan
pembayaran dengan mempergunakan Kartu BPD Jawa Tengah Gold di merchant
tertentu, bukan disebabkan karena tidak adanya stiker BPD di setiap meja kasir
pemilik toko dan/atau pusat pembelanjaan, akan tetapi karena tidak bersedianya
merchant menerima pembayaran, karena kebijakan internal atau ketidaktahuan (staf)

merchant.

Tuntutan Ganti Rugi Immateriil

Magelis BPSK menyatakan bahwa tuntutan immateril yang digjukan oleh
Pengadu, dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak). Majelis berpendapat bahwa
BPSK hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti-
rugi metariil (kerugian yang nyata nyata diderita oleh konsumen) dan tidak meliputi
gugatan ganti-rugi immaterial. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK,
yang menetapkan: “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau Setara
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Amar Putusan dari Majelis BPSK Surakarta dalam Memeriksa dan
Menyelesaikan Sengketa Tentang Kartu BPD Card Gold antara Konsumen
Melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Putusan Magelis BPSK mengabulkan gugatan dari Pengadu untuk sebagian

sesuai dengan tuntutan Pengadu. Sedangkan tuntutan untuk melakukan perbuatan

tertentu dan ganti rugi immateriil yang tidak dikabulkan sesuai dengan pembelaan
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yang digjukan Pelaku Usaha (Advokat). Pertimbanganpertimbangan yang digunakan
majelis BPSK merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan majelis dapat
beris anaisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang
memeriksa perkara. Pertimbangan hakim harus dikemukakan analisis yang jelas
berdasarkan ketentuan pembuktian yang meliputi: Apakah alat bukti yang digjukan
Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, aat bukti pihak mana
yang mencapal batas minimal pembuktian, dalil gugatan apa sgja dan dalil bantahan
apa sgja yang terbukti, serta sgjauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki

para pihak.®

PENUTUP
Simpulan

Pertama, pihak BPD Jateng harus mengevaluasi sistem promosinya dengan
melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara promosi dengan kesiapan layanan
perbankan di Lapangan. Hal ini agar hak-hak konsumen dalam menerima informasi
iklan yang benar, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan;

Kedua, pihak BPD Jateng selaku pelaku usaha juga harus mengetahui bahwa
setiap perjanjian yang telah dibuat adalah mengikat bagi para pihak yang
membuatnya, termasuk dalam brosur promosi. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha
mengeluarkan brosur sebagai bentuk media promosi atau iklan, perlu diperhatikan
bahwa informasi yang terdapat di dalam brosur tersebut memuat hal yang sesuai
dengan kondis yang ada sebenarnya sehingga tidak akan merugikan kedua belah

pihak. Bagi konsumen, pendlitian ini menjadi bahan masukan mengenai hak-hak

3 M. Yahya Harahap. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 88
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konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan dapat menggugat melalui BPSK atau

melalui pengadilan.

Saran

Pertama, pihak BPD Jateng harus mengevaluas sistem promosinya dengan
melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara promosi dengan kesiapan layanan
perbankan di Lapangan. Hal ini agar hak-hak konsumen dalam menerima informasi
iklan yang benar, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan.

Kedua, pihak BPD Jateng selaku pelaku usaha juga harus mengetahui bahwa
setigp perjanjian yang telah dibuat adalah mengikat bagi para pihak yang
membuatnya, termasuk dalam brosur promosi. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha
mengeluarkan brosur sebagai bentuk media promosi atau iklan, perlu diperhatikan
bahwa informasi yang terdapat di dalam brosur tersebut memuat hal yang sesuai
dengan kondis yang ada sebenarnya sehingga tidak akan merugikan kedua belah
pihak.

Ketiga, bagi konsumen, penelitian ini menjadi bahan masukan mengenai hak-
hak konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan dapat menggugat melalui BPSK

atau melalui pengadilan.
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